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BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 55 TANUN. 2814

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 44 TAHUN 2014

TANGGAL 29 AGUSTUS 2014 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

a.

1.

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,

bahwa dalam rangka penanganan unjuk rasa sehubungan dengan penetapan Rancangan Undang-Undang
Pembentukan Dasrah Otonomi Baru Kabupaten Luwu Tengah diperlukan personil pengamanan sedangkan
anggaran yang dibutuhkan belum tersedia dalam APBD dan berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 33/DPRD/ X/2014 tentang Persetujuan Penggunaan
Dana Tak Terduga untuk Kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Luwu, perlu untuk
mengalokasikan dan menyesuaikan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Tahun Anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan
dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun Anggaran 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan gLemb Negiiz
Republik Indonesia Nomor 4400); . aran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ’

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Republik Indonesia Nomor 4502); ° ,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
ndonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjé. Daerah
Tahun Anggaran 2014,

Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 29 AGUSTUS 2014
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Mengurangi Anggaran Tidak Terduga pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana
tercantum pada Lampiran [ Peraturan Bupati ini. ‘

Pasal 2

Menambah jumlah Anggaran Belanja Langsung pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati Luwu
Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Perubahan Penjabdaran Anggaran Pendapatan dan

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

S1e o Ditetapkan di Belopa

"y ‘ pada tanggal 3 ¥evember 2614
BUPAT] L ,
A. MUDZ
Diundangkan di Belopa

pada tanggal

3 NevembaT 2814

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ol ,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014 NOMOR 55
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Lampiran| Peraturan Bupati Luwu
Nomor: 55 TAHNUN 2614 Tanggal: 3 Nevenmber 2914
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 29 AGUSTUS 2014
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
« TAHUN ANGGARAN 2014 .
URUSAN PEMERINTAHAN : 120 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRAS! KEUANGAN DAERAH
ORGANISASI : 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ANGGARAN
KODE ANGGARAN LEBIH/ ; :
URAILAN SETELAH % KETERANGAN
REKENING PERUBAHAN FARSIAL (KURANG) A
1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 43.421.503.716 43.364.863.716 (56.640.000}] {0,13)
5,1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.421.503.716 43.364.863.716 (56.640.000) (0,13)
518 BELANJA TIDAK TERDUGA $00.000.000 443.360.000 (56.640.000) (11,33)
5.1.8.01 BELANJA TIDAK TERDUGA §00.000.000 443.360.000 (56.640.000) (11,33)
5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga §00.000.000 443.360.000 (56.640.000) (11,33)

Jumlah Belanja 43.421.503.716 43.364.863.71€ (56.640.000) (0,13)
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Lampiranll :
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Peraturan Bupati Luwu

Nomor:

55 TAKUN 2014

Tanggal: 3 November 2014

- PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 29 AGUSTUS 2014

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
« TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI : 1.19.01 BADAN KESBANG DAN LINMAS
ANGGARAN .
KODE ANGGARAN LEBIH/
URAIAN SETELAH % KETERANGAN
REKENING PERUBAHAN FARSIAL (KURANG)
1 2 3 4 5 ] 7
L3 BCLANJA 4.114.309.620 4.170.949.620 56.640.000 1,38
52 BELANJA LANGSUNG 2.922.883.500 2.979.523.500 56.640.000 1,94
522 BELANJA BARANG DAN JASA 2.507.533.500 2.564.173.500 56.640.000 2,26
§.2.2.27 Belanja Transfortasi 56,640.000 56.640.000 100,00
5.2.2.27.01 Belanja Transfortasi §6.640.000 56.640.000 100,00
- Transfortasi Tim Pengamanan Unjuk Rasa 56.640.000 56.640.000
Jumliah Belanja 4.114.309.620 4.170.849.620 §6.640.000 1,38




